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Abstrak 

Clean governance is a fundamental prerequisite for establishing a democratic, accountable, and 

citizen-oriented state. However, the greatest challenge in achieving this lies in the weak integrity 

of the bureaucracy, often manifested through corruption, nepotism, and abuse of power. This study 

aims to analyze the role of integrity as the main foundation for building a bureaucracy that 

supports clean and effective governance. The research employs a qualitative approach through a 

literature review of policy documents, previous studies, and comparative analysis of governance 

practices in several countries. The findings reveal that a bureaucracy that upholds integrity 

significantly enhances transparency, accountability, and public trust in government institutions. 

Key strategies that must be implemented include merit-based recruitment reform, the 

strengthening of ethical leadership, and the application of transparent digital oversight systems. 

The study concludes that the success of clean governance heavily depends on the commitment to 

establishing integrity at all levels of bureaucracy. These findings offer strategic recommendations 

for policymakers and stakeholders to reinforce the integrity pillar as a pathway to clean and 

competitive governance. 

Keywords: Bureaucratic Integrity, Governance, Bureaucratic Reform, Public Accountability, 
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PENDAHULUAN 

Pemerintahan yang bersih dan efektif 

merupakan fondasi utama bagi terciptanya 

pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif 

(Sodik & Riantani, 2025). Dalam sistem 

demokrasi modern, tata kelola pemerintahan 

yang bersih tidak hanya mencerminkan 

kapasitas negara dalam menyelenggarakan 

administrasi publik yang efisien, tetapi juga 

mencerminkan tingkat legitimasi dan 

kepercayaan masyarakat terhadap institusi 

pemerintah. Untuk itu, birokrasi sebagai 

pelaksana utama kebijakan publik harus 

memiliki integritas tinggi sebagai syarat mutlak 

dalam menjalankan fungsi pelayanan, 

pengaturan, dan pengawasan. Tanpa integritas 

birokrasi, berbagai program reformasi 

kelembagaan hanya akan bersifat kosmetik dan 

tidak mampu menembus akar persoalan tata 

kelola yang korup dan tidak akuntabel. 

Di Indonesia, birokrasi masih sering 

menjadi sorotan publik akibat praktik-praktik 

yang menyimpang dari prinsip good 

governance (Oktavian et al., 2024). Korupsi, 

kolusi, dan nepotisme (KKN) masih terjadi di 

berbagai tingkatan birokrasi, mulai dari pusat 

hingga daerah. Laporan tahunan berbagai 

lembaga pengawasan seperti KPK dan 

Ombudsman RI menunjukkan bahwa 

penyimpangan wewenang, penyalahgunaan 

anggaran, dan perilaku tidak etis masih marak 

dalam praktik birokrasi. Selain itu, birokrasi 

sering dipandang tidak responsif, lamban, dan 
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cenderung memperumit urusan publik melalui 

prosedur yang birokratis dan berbelit. Masalah-

masalah ini tidak hanya berdampak pada 

efisiensi pemerintahan, tetapi juga melemahkan 

kepercayaan masyarakat, memperparah 

ketimpangan pelayanan, dan menghambat 

akselerasi pembangunan nasional (Dwiyanto, 

2021). 

Integritas birokrasi sejatinya merupakan 

elemen yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip 

tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance) (Mozin et al., 2025). Integritas 

mencerminkan konsistensi antara nilai, ucapan, 

dan tindakan aparatur negara dalam 

menjalankan tugas-tugasnya. Aparatur yang 

berintegritas tidak hanya mematuhi aturan 

formal, tetapi juga memiliki komitmen moral 

dan etika untuk melayani kepentingan publik 

secara adil, jujur, dan akuntabel. Dalam 

kerangka reformasi birokrasi, integritas perlu 

diposisikan sebagai nilai inti (core value) yang 

menyatu dalam setiap proses kelembagaan, 

mulai dari rekrutmen, pengembangan 

kompetensi, hingga sistem insentif dan sanksi 

(Aulia & Maksum, 2022). Pendekatan ini 

penting untuk memutus lingkaran budaya 

oportunistik yang selama ini melekat dalam 

struktur birokrasi Indonesia. 

Berbagai kebijakan telah dirancang dan 

diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia 

untuk membenahi birokrasi, seperti penerapan 

sistem merit dalam pengangkatan ASN, 

pembangunan zona integritas di berbagai 

kementerian dan lembaga, serta digitalisasi 

layanan publik guna meningkatkan transparansi 

(Kartika et al., 2025). Dalam studi Makhdum et 

al. (2024), keberhasilan dari kebijakan tersebut 

belum optimal karena integritas belum menjadi 

budaya bersama yang tertanam kuat dalam 

mentalitas birokrasi. Reformasi struktural yang 

tidak dibarengi dengan reformasi nilai hanya 

akan menghasilkan perubahan superfisial tanpa 

makna substantif. Oleh karena itu, tantangan 

utama dalam membangun pemerintahan bersih 

adalah bagaimana mentransformasikan 

birokrasi menjadi institusi yang tidak hanya 

kompeten secara teknis, tetapi juga 

berintegritas secara moral. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

secara komprehensif peran integritas sebagai 

fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang bersih. Penelitian ini akan 

mengeksplorasi konsep, indikator, serta strategi 

konkret dalam membangun birokrasi yang 

berintegritas, baik melalui pendekatan 

kelembagaan maupun kultural. Selain itu, 

penelitian ini juga akan mengkaji berbagai 

praktik baik (best practices) di tingkat nasional 

dan internasional sebagai pembelajaran untuk 

memperkuat upaya reformasi di Indonesia. 

Diharapkan, temuan dari kajian ini dapat 

memberikan kontribusi akademik dan praktis 

dalam merumuskan arah kebijakan birokrasi 

yang lebih transparan, akuntabel, dan 

partisipatif. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif dengan metode studi 

pustaka (library research). Pendekatan ini 

dipilih untuk memahami secara mendalam 

konsep integritas dalam birokrasi dan 

keterkaitannya dengan tata kelola pemerintahan 

yang bersih. Pendekatan kualitatif 

memungkinkan peneliti menganalisis data non-

numerik, seperti dokumen kebijakan, teori-teori 

administrasi publik, dan hasil penelitian 

terdahulu yang relevan, guna memperoleh 

pemahaman konseptual dan normatif. 

Sumber data utama dalam penelitian ini 

diperoleh dari literatur sekunder berupa jurnal 

ilmiah nasional dan internasional, buku-buku 

referensi akademik, peraturan perundang-

undangan, laporan kebijakan pemerintah, dan 

dokumen organisasi yang relevan dengan tema 

integritas birokrasi dan tata kelola 

pemerintahan. Penelusuran literatur dilakukan 

dengan menggunakan kata kunci seperti 

bureaucratic integrity, good governance, public 

administration ethics, dan bureaucratic reform 

melalui basis data akademik seperti Google 

Scholar, JSTOR, dan ScienceDirect. 
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Teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui dokumentasi, yakni dengan 

mengumpulkan, membaca, dan mencermati 

berbagai sumber tertulis yang kredibel dan 

mutakhir. Data yang telah terkumpul kemudian 

dianalisis secara kualitatif melalui teknik 

analisis isi (content analysis) untuk 

mengidentifikasi tema-tema utama, 

perbandingan konsep, serta relevansi antar teori 

dan praktik. Analisis ini digunakan untuk 

membangun argumen bahwa birokrasi 

berintegritas merupakan fondasi esensial dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan 

akuntabel. 

Batasan dalam penelitian ini terletak pada 

pendekatan konseptual dan teoritis, sehingga 

tidak mencakup pengumpulan data primer 

melalui wawancara atau survei. Kendati 

demikian, kekuatan pendekatan ini terletak 

pada kemampuan untuk menggali dan 

mensintesiskan pemikiran-pemikiran akademik 

dan kebijakan yang telah terbukti secara 

konseptual mendukung penguatan integritas 

birokrasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

pengembangan teori administrasi publik dan 

arah kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Konsep Integritas dalam Birokrasi Publik 

Integritas dalam birokrasi publik merujuk 

pada kualitas moral yang mencerminkan 

kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen 

terhadap kepentingan umum yang harus 

dimiliki oleh setiap aparatur negara dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya (Choirulsyah 

& Azhar, 2024). Integritas bukan sekadar aspek 

individual, melainkan merupakan prinsip dasar 

yang harus melekat dalam sistem dan budaya 

organisasi birokrasi. Seorang birokrat yang 

berintegritas akan bekerja berdasarkan prinsip 

keadilan, menjunjung tinggi kebenaran, serta 

menghindari segala bentuk penyimpangan yang 

dapat merusak kepercayaan publik terhadap 

institusi pemerintah. 

Menurut Pamungkas (2025), konsep 

integritas berkaitan erat dengan etika pelayanan 

publik. Dalam praktiknya, integritas menuntut 

birokrat untuk menjalankan perannya secara 

profesional, tidak memihak, dan transparan. 

Etika ini mencakup keterbukaan dalam 

pengambilan keputusan, kepatuhan terhadap 

aturan dan regulasi, serta keberanian untuk 

menolak intervensi yang tidak sah atau 

bertentangan dengan kepentingan umum. 

Integritas menjadi pilar utama yang 

membedakan pelayanan birokrasi yang 

berorientasi pada kepentingan rakyat dari 

praktik birokrasi yang diliputi oleh konflik 

kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. 

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, 

integritas bukan hanya soal ketulusan pribadi, 

tetapi juga menyangkut sistem dan lingkungan 

kerja yang mendukung perilaku etis 

(Simarmata et al., 2025). Ini mencakup adanya 

mekanisme kontrol internal yang efektif, 

regulasi yang jelas, serta sistem penghargaan 

dan sanksi yang adil. Tanpa sistem yang 

mendukung, integritas mudah tergerus oleh 

tekanan struktural maupun budaya permisif 

dalam birokrasi. Oleh karena itu, membangun 

birokrasi berintegritas memerlukan reformasi 

menyeluruh, mulai dari rekrutmen berbasis 

nilai, pelatihan etika, hingga sistem penilaian 

kinerja yang menekankan aspek moralitas. 

Menurut Samosir (2024), integritas juga 

memainkan peran penting dalam menciptakan 

kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat 

birokrat bekerja dengan jujur, transparan, dan 

bertanggung jawab, maka legitimasi 

pemerintahan akan meningkat. Kepercayaan ini 

menjadi modal sosial yang krusial dalam 

mendorong partisipasi warga dan efektivitas 

kebijakan publik. Dengan demikian, integritas 

dalam birokrasi bukan hanya isu normatif, 

tetapi merupakan kebutuhan strategis dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

bersih, efektif, dan berkelanjutan. 

Birokrasi Berintegritas sebagai Prasyarat 

Tata Kelola Pemerintahan Bersih 
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Birokrasi berintegritas merupakan elemen 

fundamental yang menentukan kualitas tata 

kelola pemerintahan (Rahmawati & Nowanda, 

2025). Tanpa integritas, segala upaya reformasi 

birokrasi hanya akan berakhir sebagai slogan 

tanpa makna. Integritas tidak hanya 

mencerminkan kejujuran pribadi seorang 

aparatur, tetapi juga menandakan keselarasan 

antara nilai, sistem, dan praktik kerja yang 

menjunjung etika pelayanan publik. Dalam 

konteks tata kelola pemerintahan, integritas 

birokrasi menjadi prasyarat utama untuk 

membangun sistem pemerintahan yang 

transparan, akuntabel, efisien, dan berorientasi 

pada kepentingan masyarakat. 

Tata kelola yang bersih tidak dapat 

dibangun di atas fondasi birokrasi yang lemah 

secara moral. Birokrat yang tidak berintegritas 

cenderung menyalahgunakan kewenangan, 

mengaburkan proses administrasi, dan 

memperlambat pelayanan dengan praktik 

koruptif. Sebaliknya, birokrasi yang memegang 

teguh prinsip integritas akan menempatkan 

kepentingan publik di atas kepentingan pribadi 

atau golongan, serta menjadikan akuntabilitas 

sebagai bagian dari budaya kerja, bukan 

sekadar kewajiban formal. Integritas menjadi 

penggerak utama dalam membentuk 

kepercayaan masyarakat terhadap institusi 

pemerintah, yang pada akhirnya memperkuat 

legitimasi kekuasaan negara secara demokratis 

(Purwantoro et al., 2025). 

Berbagai pengalaman dari negara-negara 

maju menunjukkan bahwa keberhasilan tata 

kelola pemerintahan bersih selalu diawali dari 

penguatan integritas birokrasi. Negara seperti 

Selandia Baru dan Singapura menjadi contoh 

nyata bahwa komitmen terhadap integritas 

aparatur mampu menekan tingkat korupsi, 

meningkatkan efisiensi birokrasi, serta 

memperbaiki kualitas pelayanan publik. Dalam 

konteks Indonesia, meskipun upaya reformasi 

birokrasi telah berlangsung melalui berbagai 

kebijakan, seperti penerapan sistem merit dan 

penguatan lembaga pengawasan, namun 

masalah integritas masih menjadi titik lemah 

yang krusial (Wulandari, 2023). Banyaknya 

kasus korupsi yang melibatkan aparatur sipil 

negara mencerminkan bahwa reformasi 

struktural belum diiringi oleh transformasi nilai 

secara substansial. 

Dengan demikian, integritas birokrasi 

bukan sekadar pelengkap, melainkan syarat 

utama menuju tata kelola pemerintahan yang 

bersih. Upaya membangun pemerintahan yang 

bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme harus 

dimulai dari pembentukan karakter dan budaya 

kerja birokrasi yang menjunjung tinggi 

integritas (Supono & Dewata, 2024). Hal ini 

memerlukan komitmen kolektif dari seluruh 

pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, 

lembaga pengawas, masyarakat sipil, serta 

dunia pendidikan yang turut berperan dalam 

membentuk kesadaran etis aparatur sejak dini. 

Strategi Mewujudkan Birokrasi 

Berintegritas 

Mewujudkan birokrasi yang berintegritas 

memerlukan pendekatan yang menyeluruh, 

tidak hanya bersifat struktural tetapi juga 

mencakup dimensi kultural dan individual 

(Suprianto, 2024). Strategi ini harus terencana 

dan konsisten, mengingat bahwa integritas 

bukanlah kondisi yang dapat dibentuk secara 

instan, melainkan hasil dari proses 

pembudayaan nilai dan sistem yang 

berkelanjutan. Langkah awal yang esensial 

adalah memperkuat sistem manajemen 

kepegawaian berbasis meritokrasi. Proses 

rekrutmen dan promosi aparatur negara harus 

didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, serta 

rekam jejak integritas individu. Hal ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa posisi 

strategis diisi oleh orang-orang yang tidak 

hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki 

komitmen moral terhadap pelayanan publik. 

Selain itu, strategi penting lainnya adalah 

penguatan kapasitas dan pelatihan etika 

birokrasi. Menurut Pulungan (2025), 

pendidikan dan pelatihan yang menekankan 

pentingnya nilai-nilai seperti kejujuran, 

tanggung jawab, dan akuntabilitas harus 

menjadi bagian dari kurikulum pelatihan ASN 
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secara berkelanjutan. Penguatan etika ini tidak 

cukup hanya pada tahap awal karier, tetapi 

perlu diperkuat melalui pelatihan berkala dan 

dialog internal organisasi mengenai nilai-nilai 

moral yang harus dipegang dalam menjalankan 

tugas pelayanan publik. 

Strategi selanjutnya adalah penegakan 

sistem pengawasan yang efektif, baik internal 

maupun eksternal. Pengawasan internal dapat 

dilakukan melalui penguatan peran inspektorat 

dan unit pengendalian internal, sementara 

pengawasan eksternal melibatkan partisipasi 

masyarakat, media massa, dan lembaga 

pengawas independen. Sistem reward and 

punishment juga perlu diberlakukan secara 

tegas dan adil. Pegawai yang menunjukkan 

integritas dan kinerja baik harus diberikan 

penghargaan, sementara pelanggaran terhadap 

etika birokrasi harus dikenai sanksi yang 

proporsional dan transparan (Vivianty et al., 

2023). 

Pemanfaatan teknologi digital juga 

menjadi elemen strategis dalam mewujudkan 

birokrasi yang berintegritas (Andry & Sawir, 

2024). Digitalisasi proses layanan publik, 

seperti sistem e-governance, e-budgeting, dan 

e-procurement, dapat mengurangi interaksi 

langsung yang berpotensi memunculkan 

praktik transaksional. Dengan adanya sistem 

yang transparan dan terdokumentasi secara 

digital, peluang untuk melakukan 

penyimpangan dapat ditekan secara signifikan. 

Di samping itu, keterbukaan data publik dan 

penerapan sistem pelaporan daring 

memungkinkan masyarakat untuk turut serta 

dalam mengawasi jalannya birokrasi. 

Dengan demikian, strategi membangun 

birokrasi berintegritas harus melibatkan sinergi 

antara reformasi kelembagaan, pembudayaan 

nilai etika, penguatan pengawasan, dan 

pemanfaatan teknologi. Pendekatan yang 

terintegrasi ini menjadi prasyarat penting untuk 

menciptakan birokrasi yang tidak hanya 

profesional dan efektif, tetapi juga menjadi 

fondasi kokoh bagi tata kelola pemerintahan 

yang bersih dan berorientasi pada kepentingan 

publik (Sari, 2024). 

Implikasi Integritas Birokrasi terhadap 

Tata Kelola Pemerintahan 

Integritas birokrasi memainkan peran 

krusial dalam membentuk tata kelola 

pemerintahan yang bersih, transparan, dan 

akuntabel (Biahimo et al., 2025). Birokrat yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai integritas tidak 

hanya menjalankan tugas sesuai aturan, tetapi 

juga menunjukkan komitmen moral terhadap 

kepentingan publik. Dalam praktiknya, 

birokrasi yang berintegritas mendorong 

terciptanya sistem administrasi yang efisien, 

pelayanan publik yang berkualitas, serta 

pengambilan keputusan yang didasarkan pada 

asas keadilan dan kepatuhan terhadap hukum. 

Hal ini menciptakan fondasi kuat bagi tata 

kelola yang tidak hanya legalistik, tetapi juga 

beretika dan berorientasi pada hasil. 

Menurut Rusliandy (2024), salah satu 

implikasi nyata dari integritas birokrasi adalah 

meningkatnya akuntabilitas dalam pelaksanaan 

tugas pemerintahan. Ketika setiap aparatur 

negara bertanggung jawab terhadap tindakan 

dan keputusannya, maka proses evaluasi dan 

pengawasan menjadi lebih terbuka dan terukur. 

Ini memudahkan publik, lembaga pengawas, 

dan otoritas internal untuk menilai kinerja 

birokrasi secara objektif. Dalam konteks ini, 

integritas menjadi alat kontrol sosial yang tidak 

hanya mencegah penyimpangan, tetapi juga 

memperkuat budaya pelayanan yang responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat. 

Selain itu, integritas birokrasi berdampak 

langsung pada meningkatnya kepercayaan 

publik terhadap pemerintah. Kepercayaan 

adalah modal sosial yang sangat penting dalam 

menjalankan pemerintahan yang demokratis. 

Ketika masyarakat melihat bahwa birokrat 

bersikap jujur, adil, dan profesional, maka 

legitimasi institusi negara akan menguat. 

Dampaknya bukan hanya pada stabilitas 

politik, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan 

kebijakan publik, karena kebijakan yang 

dilandasi integritas lebih mudah diterima dan 
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didukung masyarakat (Muhammad et al., 

2023). 

Implikasi lainnya adalah pada efisiensi 

penggunaan sumber daya negara. Praktik 

birokrasi yang berintegritas mampu 

meminimalkan kebocoran anggaran, tumpang 

tindih program, dan pemborosan waktu serta 

energi akibat korupsi dan inefisiensi struktural. 

Dengan demikian, integritas menjadi faktor 

penentu dalam meningkatkan daya guna dan 

hasil guna anggaran negara (value for money). 

Birokrasi yang berintegritas menciptakan iklim 

investasi yang sehat, karena para pelaku usaha 

merasa aman dan percaya terhadap stabilitas 

serta transparansi sistem pemerintahan (Zein, 

2023a). 

Secara keseluruhan, integritas birokrasi 

bukan hanya soal moralitas personal, 

melainkan pilar utama dalam membangun tata 

kelola pemerintahan yang modern, adaptif, dan 

berkelanjutan. Keberadaan birokrasi yang 

bersih akan menjadi daya ungkit bagi 

transformasi institusi pemerintahan menuju 

pemerintahan yang inklusif dan berorientasi 

pada kepentingan publik jangka panjang (Zein, 

2023b). 

Tantangan dan Peluang Implementasi 

Birokrasi Berintegritas di Era Digital 

Transformasi digital dalam pemerintahan 

menawarkan peluang besar bagi perwujudan 

birokrasi yang lebih bersih, transparan, dan 

akuntabel (Yulanda & Adnan, 2023). Namun, 

transisi menuju birokrasi digital tidak terlepas 

dari berbagai tantangan struktural dan kultural 

yang harus dihadapi. Salah satu tantangan 

utama adalah ketimpangan kapasitas digital di 

antara lembaga pemerintahan, baik di tingkat 

pusat maupun daerah. Banyak instansi yang 

belum sepenuhnya siap dalam aspek 

infrastruktur, sumber daya manusia, maupun 

standar tata kelola teknologi informasi. Hal ini 

menyebabkan penerapan sistem digital belum 

merata dan berisiko menciptakan celah baru 

bagi penyimpangan prosedur. 

Selain itu, resistensi internal dari sebagian 

aparatur birokrasi juga menjadi hambatan 

signifikan. Menurut Fadri (2024) dalam buku 

yang ditulisnya, pergeseran budaya kerja dari 

sistem manual ke digital menuntut perubahan 

cara pandang, keterampilan baru, dan 

keterbukaan terhadap pengawasan publik. 

Ketidakpahaman terhadap sistem digital, 

kekhawatiran kehilangan kontrol, serta 

kurangnya insentif untuk berinovasi menjadi 

faktor yang memperlambat adopsi digital 

secara menyeluruh. Di sisi lain, tantangan 

eksternal seperti keamanan siber, manipulasi 

data, dan kurangnya regulasi yang adaptif turut 

memperumit upaya membangun sistem 

birokrasi yang berintegritas di era digital. 

Meski demikian, era digital juga 

memberikan peluang strategis yang belum 

pernah terjadi sebelumnya. Pemanfaatan 

teknologi informasi seperti sistem informasi 

manajemen kepegawaian, layanan publik 

daring (e-service), e-procurement, dan open 

government data memperkuat integritas 

birokrasi dengan cara meminimalkan kontak 

langsung antara aparat dan masyarakat, serta 

memperjelas jejak transaksi administratif. 

Teknologi digital juga memfasilitasi 

pengawasan kinerja birokrasi secara real-time 

dan berbasis bukti, yang dapat memperkuat 

sistem akuntabilitas publik (Fahlevvi et al., 

2025). 

Keterbukaan informasi dan media sosial 

memperbesar ruang partisipasi masyarakat 

dalam mengawasi dan mengevaluasi layanan 

publik. Masyarakat dapat berperan sebagai 

pengawas eksternal terhadap perilaku birokrasi, 

baik melalui mekanisme pengaduan digital, 

ulasan layanan, maupun advokasi kebijakan. 

Dalam konteks ini, teknologi digital bukan 

hanya alat, tetapi juga katalisator perubahan 

budaya birokrasi menuju nilai-nilai integritas, 

etika, dan tanggung jawab publik (Sendika & 

Frinaldi, 2025). 

Oleh karena itu, implementasi birokrasi 

berintegritas di era digital harus dilakukan 

melalui pendekatan holistik yang mencakup 

penguatan infrastruktur digital, peningkatan 

literasi teknologi bagi aparatur, serta reformasi 
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regulasi yang mendukung keterbukaan dan 

perlindungan data. Pemerintah juga perlu 

membangun sistem manajemen risiko digital 

dan mendorong keterlibatan publik sebagai 

mitra dalam menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang bersih dan terpercaya. 

Dengan memanfaatkan peluang digital secara 

optimal dan mengatasi tantangannya secara 

sistematis, birokrasi Indonesia dapat bergerak 

menuju transformasi yang lebih etis, efisien, 

dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat 

(Pratiwi et al., 2025). 

 

KESIMPULAN 

Simpulan 

Birokrasi yang berintegritas merupakan 

fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang bersih, transparan, dan 

akuntabel. Integritas dalam birokrasi bukan 

sekadar atribut moral individu, tetapi juga 

mencerminkan kualitas sistem dan budaya 

organisasi yang mendukung perilaku etis dan 

profesional. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

birokrasi berintegritas mampu mencegah 

praktik koruptif, meningkatkan efisiensi 

pelayanan publik, serta memperkuat 

kepercayaan masyarakat terhadap institusi 

negara. 

Upaya membangun birokrasi yang 

berintegritas harus dilandasi oleh 

kepemimpinan yang beretika, sistem rekrutmen 

berbasis merit, mekanisme pengawasan yang 

kuat, serta pendidikan nilai-nilai integritas 

secara berkelanjutan. Selain itu, penggunaan 

teknologi informasi untuk meningkatkan 

transparansi dan partisipasi publik terbukti 

berperan penting dalam memperkuat integritas 

birokrasi di era digital. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Penguatan Budaya Organisasi Berbasis 

Nilai 

Pemerintah perlu menanamkan budaya 

kerja berbasis nilai integritas, akuntabilitas, 

dan pelayanan publik melalui pelatihan 

internal, pembinaan etika, dan insentif moral 

yang berkelanjutan dalam lingkungan 

birokrasi. 

2. Reformasi Sistem ASN Berbasis 

Meritokrasi 

Diperlukan konsistensi dalam penerapan 

sistem merit dalam rekrutmen, promosi, dan 

evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) 

agar mencegah nepotisme dan memperkuat 

profesionalisme birokrat. 

3. Pemanfaatan Teknologi untuk 

Transparansi 

Pemerintah pusat dan daerah harus 

mengembangkan sistem informasi publik dan 

aplikasi pelaporan terintegrasi untuk 

meminimalkan ruang penyimpangan serta 

mendorong keterbukaan dalam proses 

pelayanan publik. 

4. Penguatan Pengawasan dan Penegakan 

Hukum 

Lembaga pengawasan internal seperti 

Inspektorat dan eksternal seperti KPK perlu 

diberi kewenangan yang kuat serta 

independensi dalam melakukan pengawasan 

dan penindakan terhadap pelanggaran 

integritas. 

5. Peningkatan Partisipasi Publik dan 

Pendidikan Antikorupsi 

Masyarakat harus dilibatkan dalam 

pengawasan birokrasi melalui mekanisme 

pelaporan, forum konsultatif, dan pendidikan 

publik tentang pentingnya integritas birokrasi 

sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan 

yang bersih. 

Dengan penerapan strategi-strategi 

tersebut secara konsisten dan kolaboratif, 

diharapkan tata kelola pemerintahan yang 

bersih, responsif, dan berorientasi pada 

kepentingan publik dapat tercapai secara 

berkelanjutan. 
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